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Abstrak
 

Penulisan skripsi ini adalah bagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Indonesia Tujuan penulisan adalah untuk mengungkapkan kedudukan dan pelaksanaan

kredit likuiditas yang diselenggarakan Bank Indonesia di dalam era deregulasi. Metode yang dilakukan

adalah melalui penelitian lapangan lingkungan kerja penulis serta penelitian kepustakaan yang relevan dan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan

melalui pelaksanaan Pelita ekonomi. Strategi kebijaksanaan dan adalah dengan memprioritaskan sektor

tersebut ditempuh melalui sejumlah peraturan pemerintah. Pada awalnya pemerintah melaksanakan program

pembangunan tersebut dengan menggali dana melalui ekspor migas. Namun kondisi demikian tidak lagi

dapat dipertahankan karena perkembangan harga migas yang jatuh, dan juga karena berbagai perkembangan

dunia internasional. Kemampuan pemerintah tersebut dicerminkan oleh pemberian kredit likuiditas yang

telah ikut memainkan peranan yang besar bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kredit likuiditas yang

diselenggarakan oleh bank sentral adalah alat ampuh pemerintah untuk mengontrol pembangunan, Hal

tersebut terlihat dari bermacam ragam sektor yang diaturnya. Kini melalui deregulasi peran pemerintah

dialihkan dengan merangsang swasta untuk lebih berperan melanjutkan pembangunan. Deregulasi di sektor

perbankan sejauh ini telah memperlihatkan hasil seperti ditunjukkan oleh perkembangan jumlah perbankan

yang meningkat pesat kemampuan untuk Di harapkan dengan kemajuan melaksanakan pembangunan tetap

tersebut dapat dipertahankan. Sekali pun saat ini peran kredit likuiditas telah banyak berkurang, hendaknya

pemerintah terus mempertahankan kredit tersebut terutama apabila dihubungkan dengan kepentingan

masyarakat ekonomi lemah. Kepentingan ini tidaklah semata melalui pertimbangan ekonomis namun juga

melihat unsur keadilan yang memberikan kesempatan yang terbuka bagi pengembangan potensi masyarakat

ekonomi lemah tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan melalui peranan hukum sebagai kebijaksanaan

pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan peluang sebesar mungkin bagi kemajuan perekonomian.
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